
 

 

 

 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR :  212     /Kep.Bup/ DISPARPORA/2023 
 

TENTANG 

PENETAPAN DESA PURWODADI SEBAGAI DESA PENCAK SILAT 

 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia 

dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 khususnya di Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat  ; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan  Keputusan 

Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Desa 

Purwodadi sebagai Desa Pencak Silat; 

 

Mengingat : 1. Undang – Undang  Nomor  12 Tahun 1956   tentang  

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956  Nomor 25) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang – Undang Nomor 7  Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat  II  Sarolangun  Bangko 

dan Daerah Tingkat  II  Tanjung  Jabung  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1965  Nomor  50, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Nomor  2755); 

 

  2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 

tentang Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3969); 

 

 SALINAN 



 

 

  3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 

 

                                   4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 6358); 

 

  4. Undang – undang  nomor  17  Tahun  2013  tentang  

Organisasi Kemasyarakatan  (Lembaran   Republik  

Indonesia  tahun  2013  Nomor 16) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarkatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) dan telah 

ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 239); 

 

  5. Undang – undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  

Pemerintah  Daerah  (Lembaran   Republik  Indonesia  

tahun  2014  NOmor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Nomor  5587 )  sebagaimana  telah  

beberapa  kali diubah  terakhir  dengan  undang – undang 

Nomor  9  Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas  

undang – undang nomor 23  Tahun  2014 tentang  

Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia   tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5679 ); 

 

  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4702; 

   

  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan 

Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 

 

  8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara  



 

 

Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  

Lembaran  Negara Republik Indonesia   Nomor  

6322);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4704); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017  

tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1051); 

 

  11. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 

tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi 

Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017  Nomor 1052); 

 

  12. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 

tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan 

dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan 

Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017  Nomor 1053); 

 

  13. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 

157); 

 
  

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi 

Nomor : 140/364/Pem.2022, tanggal 28 September 

2022, Perihal Permohonan penerbitan SK ; 

  2. Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Tebing 

Tinggi Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan 

Pengurus Desa Pencak Silat Desa Purwodadi Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; 

3. Berita Acara Pembentukan Desa Pencak Silat Desa 

Purwodadi Tahun 2022 ; 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 



 

 

Menetapkan : 

KESATU : Menetapkan Desa Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi 

sebagai Desa Pencak Silat di Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat ;  

 

KEDUA : Tujuan ditetapkan Desa Purwodadi sebagai Desa Pencak 

Silat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

adalah untuk mengembangkan cabang olahraga Pencak 

Silat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; 

 

KETIGA : Dengan ditetapkan Desa Purwodadi sebagai Desa Pencak 

Silat diharapkan menjadi percontohan dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat dan organisasi  

 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  

ditetapkan. 

 

 

Di tetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal, 27April  2023 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

         ttd 

 

ANWAR SADAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


